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BABIV 
PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
a. 	 Prinsip keterbukaan dan pengawasan perdagangan efek melalui fungsi market 
surveillance dan fungsi compliance, merupakan sarana pencegahan yang secara 
normatif seharusnya cukup efektif untuk menghindari terjadinya transaksi 
perdagangan yang timbul karena adanya inside information. Dalarn prinsip 
keterbukaan. diwujudkan dalarn bentuk kewajiban dalarn pembuatan prospektus 
dan pelaporan-pelaporan yang bersifat berkala ataupun insidentil. 
b. 	 Selain sarana pence gahan, untuk menjarnin kepastian hukum, juga eliperlukan 
penegakan hukum secara sungguh-sungguh. Penegakan ini harns tercermin 
dengan pengaturan yang jelas sebagaimana tereermin dalarn Undang-undang 
Nomor 8 tabun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan 
lain dibawahnya seperti Peraturan Pemerintab No. 45 tabun 1995 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan eli Bidang Pasar Modal dan Peratuan Pemerintah No. 
46 tabun 195 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal. Dalam 
penegakan hukum di pasar modal ini pihak yang paling berkompeten adalah 
Bapepam. 
4.2. Saran 
a. 	 Sarana pencegahan yang telah ada hams selalu dikaji secara mendalarn dan terJ~­
menerus untuk menemukan kelemahan-kelemahan yang muncul secara dinamis 
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sesuai dengan waktu. Dalam hal ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang 
sesuai dengan sasarannya. 
b. 	 Sarana represif yang ada hams mampu ditegakkan dengan baik sehingga 
keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan di pasar modal dapat menarik minat 
para pemodaVinvestor. 
